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ABSTRAK 

ANALISIS KINERJA TERHADAP PENGAWASAN WARGA NEGARA 

ASING 

(Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh 

VIRGIAWAN ARBI PRATAMA 

Mobilitas penduduk antarnegara sebagai dampak globalisasi telah meningkatkan 

jumlah Warga Negara Asing (WNA) di Kota Bandar Lampung sebagai pintu 

gerbang strategis Sumatera. Fenomena ini menuntut peran aktif Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga stabilitas wilayah melalui 

pengawasan yang terintegrasi guna memitigasi potensi gangguan keamanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Kesbangpol Kota Bandar 

Lampung dalam pelaksanaan pengawasan WNA melalui tinjauan mekanisme 

monitoring, pelaporan, dan tata kelola kolaboratif..  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data 

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian 

dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

dengan teknik triangulasi sumber. Analisis kinerja berlandaskan teori pengukuran 

kinerja publik Mahsun (2006) yang mencakup empat dimensi utama: input, 

process, output, dan outcome.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kesbangpol berada pada level 

compliance performance. Pada dimensi proses, instansi telah menerapkan strategi 

Dual-Track Monitoring dan Networked Governance melalui peran perguruan 

tinggi sebagai penyangga administratif. Namun, efektivitas sistemik masih 

terhambat oleh pola koordinasi yang bersifat meeting-centric, latensi informasi, 

serta fragmentasi data digital antara inovasi Intelligence-Led Surveillance (Lini AI 

dan APOA V.2) dengan sistem pelaporan manual daerah. Kondisi tersebut 

memicu fenomena Silent Agency dan bias pelaporan Police-Centric di masyarakat 

akibat strategi sosialisasi yang elitis. Dampak pengawasan terbukti baru 

menyentuh dimensi ketertiban administratif, belum pada kesadaran hukum 

substantif. Pemerintah daerah disarankan melakukan integrasi shared database 

lintas instansi, penguatan spesialisasi SDM analis, serta rekonstruksi strategi 

sosialisasi berbasis komunitas urban yang kolaboratif dan berkelanjutan. 

Kata Kunci : Kinerja, Pengawasan, Warga Negara Asing, Kesbangpol, Teori 

Pengukuran Kinerja.  



 

 

 

ABSTRACT 

PERFORMANCE ANALYSIS OF THE SUPERVISION OF FOREIGN 

NATIONALS  

(A Study at the National Unity and Political Agency of Bandar Lampung City) 

 

By 

 

VIRGIAWAN ARBI PRATAMA 

Transnational population mobility, as a consequence of globalization, has 

significantly increased the number of foreign nationals (WNA) in Bandar 

Lampung, a strategic gateway to Sumatra. This phenomenon demands an active 

role from the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) in maintaining 

regional stability through integrated surveillance to mitigate potential security 

disruptions. This study aims to analyze the performance of the Bandar Lampung 

Kesbangpol in monitoring foreign nationals through a review of monitoring 

mechanisms, reporting, and collaborative governance. This study uses a 

descriptive qualitative method. Data were obtained through interviews, 

observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data 

display, and conclusion drawing through source triangulation. The performance 

analysis refers to the performance measurement theory consisting of four 

indicators: input, process, output, and outcome. The results indicate that 

Kesbangpol's performance is currently at the compliance performance level. In 

the process dimension, the agency has implemented Dual-Track Monitoring and 

Networked Governance strategies, utilizing universities as administrative buffers. 

However, systemic effectiveness is still hindered by meeting-centric coordination 

patterns, information latency, and digital data fragmentation between 

Intelligence-Led Surveillance innovations (Lini AI and APOA V.2) and manual 

regional reporting systems. These conditions have triggered a "Silent Agency" 

phenomenon and "Police-Centric" reporting bias within the community due to 

elitist socialization strategies. The impact of surveillance is proven to only reach 

the dimension of administrative compliance, rather than substantive legal 

awareness. It is recommended that the local government implement inter-agency 

shared database integration, strengthen the specialization of human resource 

analysts, and reconstruct socialization strategies based on collaborative and 

sustainable urban community engagement. 

Keywords : Performance, Supervision, Foreign Nationals, Kesbangpol, 

Perfomance Measurement Theory 
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MOTTO 

 

“Integrity is the only law worth following”  

(Virgiawan Arbi Pratama) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 Latar Belakang Masalah 1.1

 

Mobilitas penduduk antarnegara yang semakin tinggi merupakan salah satu 

dampak dari era globalisasi. Perkembangan ini menjadikan keberadaan 

Warga Negara Asing (WNA) di suatu wilayah bukan lagi hal yang asing, 

termasuk di Indonesia. Kedatangan WNA membawa berbagai dampak, baik 

positif maupun negatif, sehingga perlu adanya sistem pengawasan yang baik 

dari pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan, sosial, dan ekonomi. Di 

era keterbukaan ini, keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di suatu 

wilayah menjadi hal yang lumrah, baik untuk tujuan pariwisata, pendidikan, 

pekerjaan, maupun investasi. Fenomena ini membawa dampak positif 

seperti peningkatan ekonomi dan kerja sama internasional, namun di sisi 

lain juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan jika tidak diawasi 

dengan baik.(Nujuliyani dkk., 2023) 

 

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat kegiatan 

ekonomi dan pendidikan di Lampung juga tidak terlepas dari fenomena 

meningkatnya mobilitas WNA. Dengan posisi strategis sebagai pintu 

gerbang Pulau Sumatera, kota ini menjadi salah satu daerah yang turut 

menerima kedatangan warga negara asing, baik dalam rangka wisata, 

pendidikan, maupun pekerjaan. Kondisi tersebut menjadi tantangan 

tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara 

keterbukaan wilayah terhadap WNA dan kebutuhan akan pengawasan 

administratif untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum. 
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Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 68 Tahun 2021 Pasal 11 

ayat (2) Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, Bidang 

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian Badan di bidang kewaspadaan dini,kerja sama 

intelejen,pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga 

asing,kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, seta penanganan konflik di Daerah. Untuk melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pada ayat (3) dijelaskan  

bahwa Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Mempunyai 

fungsi sebagai penyusun program kerja, penyusunan bahan perumusan, 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, dan pelaksanaan 

monitoring. Fungsi tersebut di terapkan pada bidang Kewaspadaan dini, 

kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, seta penanganan konflik di Daerah. 

 

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata 

dan memperkuat kerja sama internasional, Kota Bandar Lampung turut 

mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. 

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, tercatat 

sebanyak 9.839 wisatawan mancanegara berkunjung sepanjang tahun 2023 

(Sri, 2024). Angka ini mencerminkan semakin terbukanya akses masuk bagi 

warga negara asing (WNA) ke wilayah Indonesia, salah satunya melalui 

kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Meski sebagian besar WNA 

datang sebagai wisatawan dalam jangka waktu singkat, namun pada 

kenyataannya, kehadiran mereka tidak selalu bersifat sementara. Banyak di 

antaranya yang menetap lebih lama karena berbagai alasan seperti 

pekerjaan, investasi, atau bahkan kegiatan lainnya yang memerlukan 

perhatian serta pengawasan dari pihak berwenang. 
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Peningkatan ini tentu menjadi sorotan tersendiri, khususnya bagi pemerintah 

daerah dan instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol), yang memiliki peran dalam pengawasan orang asing. Jika 

tren ini terus meningkat tanpa disertai sistem pengawasan yang optimal, 

dikhawatirkan akan memunculkan berbagai potensi permasalahan, baik dari 

sisi sosial, keamanan, hingga ketertiban administrasi kependudukan. 

 

Data terbaru menunjukkan bahwa per Juni 2024, terdapat 10 WNA yang 

secara resmi mengajukan izin tinggal di Kota Bandar Lampung, dan 

diwajibkan untuk melapor setiap bulan kepada pihak migrasi. 

(Sri,2024).Pada Juli 2024, 12 WNA asal Nigeria diamankan oleh Kantor 

Wilayah Kemenkumham Lampung karena melanggar izin tinggal, dimana 

ada 9 orang di antaranya telah overstay, sementara 3 lainnya masih memiliki 

izin tinggal yang berlaku (Hadiyatna, 2024). Sepanjang tahun 2024 Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung telah mendeportasi 11 WNA,yang 

mayoritas berasal dari Nigeria, serta masing-masing satu dari Prancis dan 

Myanmar. Umumnya, pelanggaran yang dilakukan berupa penyalahgunaan 

visa wisata untuk bekerja (Rohlita, 2025,)Fakta ini menegaskan perlunya 

pengawasan yang optimal terhadap keberadaan WNA, tidak hanya dalam 

konteks jumlah tetapi juga terkait aktivitas dan legalitas izin tinggal mereka. 

Peran lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik turut menjadi 

kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah di tengah arus 

globalisasi yang semakin dinamis. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

(Kesbangpol) Kota Bandar Lampung, tercatat sejumlah WNA dengan latar 

belakang kewarganegaraan serta tujuan keberadaan yang beragam. Untuk 

memberikan  gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut, data 

mengenai jumlah,asal negara, serta aktivitas WNA di Kota Bandar Lampung 

disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 1 . 1 Data Warga Negara Asing 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Kewarganegaraan 

Sektor 

Usaha 

1 Jose Joaquim DeCarvalvo L Portugal - 

2 Jacob Matthew Brinkman L Amerika Serikat Pendidikan 

3 Jesus Jr. Penolio Escuro L Philipina Pendidikan 

4 
Arby Rolly Bayquin 

Lagrada 
L Philipina Pendidikan 

5 
Rhea  Tagumpama 

Gonzales 
P Philipina Pendidikan 

6 Laila Condat Campo P Philipina Pendidikan 

7 Li Lirong P China Pendidikan 

8 Wei Yang L China Teknologi 

9 Dawnei Rose Hess P Amerka Serikat Pendidikan 

10 
Wael Shoukry Ahmed 

Abdallah Aboelnaga 
L Mesir 

Tidak 

Bekerja 

11 Atanacia Moral Dianco P Philipina Mekanik 

12 Rajab Ali L Pakistan Wirausaha 

13 Sm Shohel Akhter L Bangladesh 
Tidak 

Bekerja 

14 Kartik Bevinamarad L India Mekanik 

15 Jiangtao Rong L China Mekanik 

16 Summit Kumar Singh L India Mekanik 

17 Habib Allah Bendjama L Perancis Wirausaha 

18 Li Qichun L China Mekanik 

19 Seah Sui Liang L Singapura Teknologi 

20 Chen Yinglei L China Mekanik 

21 Andrew Lee Johnson L Amerika Serikat Mekanik 

22 Patrice Dery L Kanada 
Manager 

Operasional 

23 Apple Collado Zosa L Philipina Pendidikan 

24 Wu Jingye L China Pendidikan 

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keberadaan WNA di Kota Bandar 

Lampung memiliki variasi baik dari segi jumlah,asal negara,maupun 

aktivitas. Variasi ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam proses 

pengawasan, karena setiap WNA memiliki tujuan keberadaan yang berbeda 

beda, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga kegiatan keagamaan. Perlu 
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ditekankan bahwa data jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang disajikan 

dalam tabel/paragraf di atas merupakan data administratif yang bersumber 

dari catatan pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Bandar Lampung. Data ini tidak merepresentasikan total populasi WNA 

secara keseluruhan yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung secara de 

facto, melainkan hanya mencakup WNA yang telah menjalankan kewajiban 

melapor keberadaannya kepada pemerintah daerah melalui Kesbangpol. Hal 

ini sekaligus menjadi indikator awal dalam penelitian ini untuk melihat 

sejauh mana tingkat kepatuhan administratif WNA dan efektivitas 

jangkauan pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait.  

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung 

melaksanakan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) melalui 

berbagai kegiatan yang bersifat preventif maupun kuratif. Bentuk 

pengawasan tersebut meliputi: (1) pemantauan rutin terhadap keberadaan 

dan aktivitas WNA untuk memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian, 

(2) koordinasi dengan instansi terkait seperti Imigrasi dan Kepolisian dalam 

rangka penegakan hukum dan pengawasan yang lebih efektif, (3) sosialisasi 

serta edukasi kepada masyarakat mengenai aturan dan ketentuan yang 

berlaku bagi WNA, (4) evaluasi dan pelaporan berkala sebagai dasar 

pengambilan kebijakan, serta (5) penanganan konflik yang berkaitan dengan 

isu toleransi, radikalisme, maupun potensi gesekan sosial antara WNA dan 

masyarakat lokal. Melalui bentuk-bentuk pengawasan ini, Kesbangpol 

berupaya memastikan keberadaan WNA di Kota Bandar Lampung berjalan 

sesuai peraturan, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah..  

 

Selain itu, pengawasan terhadap WNA juga berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dalam Pasal 69 

mengatur bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap 

kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim 

pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi 

pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Menteri atau Pejabat 
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Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan orang asing 

(Undang Undang No.6, 2011). Ketentuan ini memperkuat posisi lembaga-

lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah 

untuk menjalankan fungsi pengawasan, terutama di wilayah yang 

mengalami peningkatan kunjungan WNA, seperti Kota Bandar Lampung. 

Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan terstruktur, pengawasan 

terhadap WNA tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi 

juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan kedaulatan 

negara. 

 

Pengawasan terhadap WNA di Indonesia dilakukan melalui sinergi 

antarinstansi, salah satunya adalah melalui pembentukan Tim Pengawasan 

Orang Asing (Tim PORA). Tim ini terdiri dari berbagai pihak, termasuk 

Imigrasi, Kepolisian, dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di 

tingkat daerah. Tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan 

terhadap aktivitas dan keberadaan WNA agar tidak melanggar aturan hukum 

yang berlaku serta menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat 

(Fakhruddin dkk., 2022). 

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung 

sebagai salah satu anggota Tim PORA memiliki peran penting dalam 

mendukung pengawasan terhadap WNA. Kota Bandar Lampung sendiri 

menjadi salah satu tujuan WNA, baik untuk bekerja maupun menetap. 

Berdasarkan data terbaru, terdapat WNA yang tinggal di Bandar Lampung 

namun bekerja di luar kota, seperti di Lampung Selatan. Hal ini tentu 

menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan pemantauan 

aktivitas mereka.. 

 

Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) Kota Bandar Lampung menjadi aspek penting dalam 

pengawasan Warga Negara Asing (WNA), agar seluruh aktivitas mereka 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesbangpol menjalin kerja sama 
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dengan berbagai instansi terkait, seperti Kantor Imigrasi, Kepolisian, Dinas 

Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja. Dengan Imigrasi, koordinasi difokuskan 

pada pertukaran informasi mengenai status keimigrasian WNA, termasuk 

izin tinggal, visa, dan potensi pelanggaran. Bersama Kepolisian, Kesbangpol 

melaksanakan patroli dan operasi gabungan untuk menegakkan aspek 

keamanan. Sementara itu, koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga 

Kerja ditujukan untuk memastikan legalitas tenaga kerja asing serta 

mencegah praktik eksploitasi. Melalui pola koordinasi lintas instansi ini, 

pengawasan terhadap WNA di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan 

secara lebih komprehensif dan efektif. 

 

Kesbangpol menyelenggarakan forum koordinasi yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah, 

organisasi sipil, dan komunitas masyarakat lokal. Forum ini berfungsi 

sebagai wadah untuk membahas isu-isu terkini yang berkaitan dengan 

keberadaan warga negara asing, termasuk potensi konflik sosial, masalah 

integrasi, dan tantangan yang dihadapi masyarakat lokal, dan 

mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk menyusun kebijakan 

yang lebih efektif dalam pengawasan dan pengaturan warga negara asing. 

Kesbangpol juga berperan dalam mengedukasi masyarakat lokal dan warga 

negara asing tentang hak dan kewajiban masing-masing. Koordinasi dengan 

instansi terkait untuk mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye 

informasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

peraturan yang berlaku dan pentingnya toleransi serta kerjasama antara 

warga negara asing dan masyarakat lokal.Serta mengedukasi warga negara 

asing tentang norma dan budaya lokal untuk mencegah terjadinya 

kesalahpahaman yang dapat berakhir pada konflik. 

 

Bentuk koordinasi lainnya dilakukan pada aspek pengumpulan data dan 

informasi. Pada aspek ini Kesbangpol berkolaborasi dengan instansi lain 

untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai warga 

negara asing. Ini mencakup Database Warga Negara Asing, yaitu membuat 
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dan memelihara database yang berisi informasi tentang warga negara asing 

yang tinggal di Kota Bandar Lampung, termasuk status keimigrasian, 

pekerjaan, dan aktivitas sosial. Serta analisis dan pelaporan, yaitu 

melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi 

tren dan pola yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan 

pengawasan yang lebih baik. Jika terjadi pelanggaran oleh warga negara 

asing, Kesbangpol berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani 

kasus tersebut secara efektif. Ini mencakup proses penegakan hukum, yaitu 

Bekerja sama dengan kepolisian dan Kantor Imigrasi untuk memverifikasi 

pelanggaran hukum, termasuk deportasi jika diperlukan. Serta 

pendampingan sosial, yaitu menyediakan dukungan bagi warga negara asing 

yang terlibat dalam kasus hukum, termasuk akses ke layanan hukum dan 

sosial. 

 

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap WNA tidak terlepas dari 

berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya 

koordinasi antarinstansi, hingga tingkat kepatuhan WNA dalam melaporkan 

keberadaannya secara rutin. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis 

terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung 

dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, guna mengetahui sejauh mana 

efektivitas peran mereka serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala yang ada. 

 

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan 

topik pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) oleh instansi 

pemerintah. Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut: 

Penelitian yang pertama disusun oleh Haryanto dan Lengkong (2022) 

yang berjudul ”Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam 

Pengawasan Orang Asing di Provinsi Sulawesi Utara”. 

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Manado telah menerapkan kebijakan selective policy dengan pendekatan 

keamanan dan kesejahteraan. Kinerja pengawasan dinilai produktif melalui 
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berbagai kegiatan lapangan dan tindak lanjut laporan masyarakat terkait 

keberadaan orang asing. 

Penelitian yang kedua disusun oleh Susanti, Haskar, dan Chofa (2023) 

yang berjudul “Implementasi Pengawasan Organisasi Masyarakat oleh 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi”. Hasil dari penelitian 

ini menyoroti peran aktif Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota 

Bukittinggi dalam mengawasi organisasi masyarakat (ormas) sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017. Ditemukan bahwa 

pengawasan dilakukan melalui laporan masyarakat dan koordinasi dengan 

instansi terkait, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran 

dan sumber daya manusia. 

Penelitian yang ketiga disusun oleh Dewi, Kusumastuti, dan Waskita 

(2024) yang berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan oleh Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di 

Provinsi Lampung”. Hasil dari Studi ini mengungkap bahwa Badan Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap ormas melalui kunjungan, sosialisasi, dan dialog 

interaktif. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan ormas sejalan 

dengan Pancasila dan UUD 1945, serta mencegah penyimpangan yang dapat 

mengganggu stabilitas nasional.  

Penelitian yang ke empat disusun oleh Praditya dan Wibowo (2023) 

berjudul “Urgensi Operasi Pengawasan WNA dalam Kaitannya dengan 

Stabilitas Sosial Ekonomi Masyarakat”. Hasil dari Penelitian ini 

menekankan pentingnya pengawasan terhadap WNA untuk menjaga 

stabilitas sosial dan ekonomi. Ditemukan bahwa pengawasan yang efektif 

dapat mencegah pelanggaran keimigrasian yang berdampak negatif pada 

sektor ekonomi dan sosial masyarakat. 

Penelitian yang kelima disusun oleh Nurjati dkk. (2023) berjudul “Peran 

Pemerintah Daerah dalam Pengawasan WNA Mengenai Izin Tinggal” Hasil 

dari Studi ini membahas peran pemerintah daerah, termasuk Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Politik, dalam mengawasi izin tinggal WNA. 
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Ditekankan bahwa pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan 

izin tinggal yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.  

 

Dari penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa sebagian besar fokus 

pada peran Kantor Imigrasi dalam pengawasan WNA dan peran Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pengawasan organisasi masyarakat. 

Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik meneliti peran Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pengawasan WNA, 

khususnya di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kinerja 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung dalam 

pengawasan terhadap WNA 

 

Penilaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu faktor penting dalam upaya 

memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang berada 

di wilayah tersebut. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki 

kewenangan strategis dalam hal koordinasi, pendataan, serta pelaporan 

keberadaan dan aktivitas WNA dengan bekerja sama dengan instansi 

lainnya.. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung 

dan menyusun skripsi dengan judul: “Analisis Kinerja Terhadap 

Pengawasan Warga Negara Asing (Studi pada Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Bandar Lampung)”. 

 

Dengan menganalisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam 

pengawasan WNA, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran 

yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas pengawasan, sekaligus 

memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan WNA di 

Kota Bandar Lampung. 
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  Rumusan Masalah 1.2

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap Warga 

Negara Asing (WNA)? 

  Tujuan Penelitian 1.3

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1) Mengetahui dan menganalisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung dalam melakukan 

pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA). 

  Manfaat Penelitian 1.4

1) Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam hal manajemen 

kinerja instansi pemerintah dan pengawasan terhadap keberadaan Warga 

Negara Asing. 

2) Manfaat Praktis: 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dalam 

meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap WNA, serta sebagai 

masukan bagi Tim PORA untuk memperkuat koordinasi dan strategi 

pengawasan lintas sektor. 



 

 
 

  

 

 

  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 Tinjauan Tentang Kinerja 2.1

 

Kinerja berasal dari pengertian performance yaitu sebagai hasil kerja atau 

prestasi kerja (Wibowo, 2011). Menurut Mahsun, kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering 

digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu 

maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau 

kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah disiapkan. 

Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu 

yang hendak dicapai (Mahsun, 2006). Menurut Basri dalam Sinambela, 

kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, kriteria, target atau 

sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu yang telah disepakati bersama 

(Sinambela, 2012). Sedangkan Robbins dalam Sinambela mendefinisikan 

kinerja sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan 

individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa kinerja merupakan suatu proses pencapaian pada diri individu 

maupun kelompok dalam memenuhi kriteria keberhasilan yang hendak 

dicapai. Ketercapaian kinerja dapat dilihat dari bagaimana hasil kerja atau 
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prestasi kerja tersebut memenuhi standar nilai, sasaran, tujuan, visi dan misi 

yang telah dibentuk 

 

 Tinjauan Tentang Organisasi 2.2

 Pengertian Organisasi 2.2.1

 

Menurut Sulistiyani dan Rosidah, organisasi diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang di dalamnya melakukan kerjasama dengan 

melalui pola hubungan yang bersifat sekunder, sehingga tidak ada terikat 

kaitan emosional, yang terintegrasi dalam sebuah lingkungan sosial yang 

lebih luas dan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dalam rangka 

mencapai tujuan (Sulistiyani dan Rosidah,2009). Argyris dalam Kusdi 

mendefinisikan organisasi sebagai suatu strategi besar yang diciptakan 

individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang 

membutuhkan usaha banyak orang(Kusdi, 2009). Sedangkan menurut 

Griffin dalam Sule dan Saefullah, organisasi adalah sekelompok orang 

yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam 

mencapai serangkaian tujuan tertentu (Sule dan Saefullah, 2005). 

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah yang berisi 

dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang sama dan bekerja 

sama dalam sebuah struktur dan koordinasi yang bertujuan untuk 

menjalankan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

 

 Jenis-jenis Organisasi 2.2.2

 

Menurut Kusdi, jika dilihat dari aspek tujuan, produk yang dihasilkan, 

cara pengambilan keputusan dan ukuran kerja. Secara umum organisasi 

dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: (Kusdi, 2009) 
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a. Organisasi publik, yaitu organisasi yang berorientasi pada 

pelayanan masyarakat, tidak pada laba (non profit oriented). 

b. Organisasi bisnis, yaitu organisasi yang berorientasi pada 

keuntungan (profit oriented).  

Menurut Wursanto, organisasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 

(Wursanto, 2003). 

a. Organisasi dari segi jumlah pucuk pimpinan. Berdasarkan segi 

jumlah pucuk pimpinan, organiasi dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu organisasi tunggal dan organisasi jamak. 

1) Organisasi tunggal merupakan organisasi yang memiliki 

pucuk pimpinan di tangan satu orang. Nama pimpinan yang 

digunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi, misalnya 

manajer 

2) Organisasi Jamak merupakan organisasi yang pucuk 

pimpinannya berada di tangan beberapa orang pimpinan yang 

merupakan satu kesatuan. Nama dari kesatuan pimpinan 

tersebut tergantung dari jenis dan fungsi organisasi atau 

lembaga tersebut, misalnya Majelis, Direksi. 

b. Organisasi dari segi keresmian. Menurut keresmiannya organisasi 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan 

organisasi informal 

1) Organisasi formal adalah organisasi yang kegiatannya 

dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu 

kelompok secara sadar dan dikoordinasikan guna tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang 

tergabung dalam kelompok tersebut mempunyai struktur yang 

jelas 

2) Organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara 

bebas dan spontan serta keanggotaannya diperoleh secara 

sadar atau tidak sadar, dimana kapan seseorang menjadi 

anggota sulit ditemukan. Tujuan organisasi informal juga 

tidak dirinci secara tegas dan biasanya organisasi ini bersifat 
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sementara karena pembentukannya tidak didasarkan atas 

rencana yang matang dan jelas. 

c. Organisasi dari segi tujuan. Berdasarkan segi tujuan yang hendak 

dicapai, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

organisasi niaga/ ekonomi dan organisasi sosial/ kemasyarakatan. 

1) Organisasi niaga/ ekonomi adalah organisasi yang memiliki 

tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini adalah 

melakukan produksi dan mendestribusikan barang dan jasa 

2) Organisasi sosial/ kemasyarakatan merupakan organisasi yang 

dibentuk oleh anggota masyarakat negara Republik Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, 

agama dan kepercayaan tehadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk 

berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai 

tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU No. 8 Tahun 1985 

Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1.). 

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa jenis-jenis organisasi dapat dilihat dari bagaimana 

tujuan organisasi tersebut dibentuk, produk yang dihasilkan dalam suatu 

organisasi, jumlah kepala pimpinan serta segi keresmian organisasi 

tersebut. Secara umum, jenis-jenis organisasi terdiri atas organisasi 

publik dan organisasi bisnis. 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung merupakan 

organisasi publik yang bergerak di bawah koordinasi pemerintah daerah 

dengan fungsi utama menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta 

melakukan pembinaan terhadap wawasan kebangsaan. Sebagai organisasi 

yang tidak berorientasi pada laba(non-profit oriented), Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang 

bersifat administratif dan koordinatif, khususnya dalam hal pengawasan 

terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA). Dilihat 
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dari struktur organisasi nya , Kesbangpol merupakan organisasi formal 

yang memiliki struktur yang jelas dan hierarkis, dengan kepala badan 

sebagai pucuk pimpinan yang mengkoordinasikan berbagai bidang, 

termasuk bidang kewaspadaan nasional yang berperan penting dalam 

deteksi dini potensi ancaman di wilayah kota. Struktur yang sistematis ini 

menjadi dasar utama dalam menjalankan fungsi pengawasan secara 

optimal melalui kerja sama lintas sektor. 

 

 Tinjauan Tentang Kinerja Organisasi 2.3

 Pengertian Kinerja Organisasi 2.3.1

 

Pada dasarnya konsep kinerja dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja 

pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil 

kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi 

adalahtotalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi (Pasolong, 2010). 

Menurut Pasolong, kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki 

keterkaitan yang sangat erat.Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa 

terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan 

oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi tersebut (Pasolong, 2010). Menurut Nasucha dalam 

Sinambela, kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas 

organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang 

ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha 

yang sistemik guna meningkatkan kemampuan organisasi secara terus 

menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif (Sinambela, 2012). 

Sedangkan menurut Tangkilisan, kinerja organisasi adalah suatu keadaan 

yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi 

yang dimilikinya (Tangkilisan,2007). 

 

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan proses yang 

dilakukan serta hasil kerja yang dihasilkan suatu organisasi dalam 
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mencapai tujuan, visi, misi serta sasaran yang telah disepakati bersama 

antar individu atau sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi 

tersebut. 

 

 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 2.3.2

 

Dalam pelaksanaan kinerja, ada berbagai macam faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja itu sendiri. Menurut Atmoesoeprapto dalam 

Tangkilisan, kinerja dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh 2 (dua) 

faktor, yaitu: (Tangkilisan, 2007) 

a. Faktor internal yang terdiri dari; 

1) Tujuan organisasi, yakni apa yang ingin dicapai dan apa yang 

ingin diproduksi oleh suatu organisasi 

2) Struktur organisasi, sebagai hasil design antara fungsi yang akan 

dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang sudah 

ada 

3) Sumber daya manusia, yakni kualitas dan pengelola anggota 

organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara 

keseluruhan. 

4) Budaya organisasi, yakni gaya dan identitas suatu organisasi 

dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang 

bersangkutan. 

b. Faktor eksternal yang terdiri dari; 

1) Faktor politik, hal yang berhubungan dengan keseimbangan 

kekuatan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban 

yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi dalam berkarya 

secara maksimal 

2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 

berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya 

beli yang menggerakkan sektor lainnya sebagai suatu sistem 

ekonomi yang besar. 
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3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di 

masyarakat yang memengaruhi pandangan mereka terhadap etos 

kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

organisasi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor yang timbul dari dalam organisasi, seperti tujuan 

organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan budaya 

organisasi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul 

dari luar organisasi, seperti faktor politik, faktor ekonomi dan faktor 

sosial. 

 

 Pengukuran Kinerja Organisasi 2.3.3

 

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan sebagai penilaian atas 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan/ atau 

kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

rangka mencapai visi dan misi instansi pemerintah (Pasolong, 2007). 

Menurut Mahsun, pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang 

digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi, sehingga dapat diketahui 

kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 

dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir, melainkan 

merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi 

peningkatan kinerja (Mahsun, 2006). Menurut Mardiasmo dalam 

Sinambel, pengukuran kinerja organisasi publik memiliki 3 (tiga) tujuan, 

yaitu: (1) Membantu memperbaiki kinerja pemerintah (organisasi publik) 

agar kegiatan pemerintah terfokus pada tujuan dan sasaran program unit 

kerja; (2) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan; dan (3) 

Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan (Sinamebela, 2012). 
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Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara untuk 

memperoleh penilaian atas hasil kerja yang telah diselesaikan. Tujuan 

dilakukannya pengukuran terhadap kinerja adalah untuk menghasilkan 

manajemen yang lebih efisien guna meningkatan kinerja di masa yang 

akan datang. 

 

 Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi 2.3.4

 

Indikator kinerja merupakan sarana atan alat (means) untuk mengukur 

hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu 

sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik 

adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar 

untuk menilai kinerja organisasi. Hal ini berarti bahwa untuk meniru 

organisasi terbaik, maka perlu digunakan standar kinerja organisasi 

terbaik tersebut yang di dalamnya memuat indikator-indikator kinerja 

dengan nilai tertentu. Menurut Mahmudi, informasi mengenai kinerja 

sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Manajemen 

yang baik dan akuntabel membutuhkan indikator kinerja untuk mengukur 

sukses atau tidaknya organisasi. Informasi kinerja tersebut diorientasikan 

sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendali. Indikator bagi tiap-tiap 

unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang 

dihasilkan (Mahmudi, 2015). 

 

Mengingat karakteristik organisasi sektor publik yang unik, organisasi ini 

memerlukan pengukuran yang luas tidak hanya mengukur tingkat laba, 

efisiensi atau hanya pada ukuran finansial saja. Pengukuran kinerja 

organisasi sektor publik menurut Mahsun, meliputi enam indikator, yaitu: 

(Mahsun, 2006). 

a. Kelompok masukan (input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan 

agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan 

keluaran. 
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b. Kelompok proses (process), adalah ukuran kegiatan, baik dari segi 

kecepatan, ketepatan maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 

c. Kelompok luaran (output), adalah suatu yang diharapkan langsung 

dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible), 

maupun tidak berwujud (intangible). 

d. Kelompok hasil (outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang 

mempunyai efek langsung. 

e. Kelompok manfaat (benefit), adalah sesuatu yang terkait dengan 

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan 

f. Kelompok dampak (impact), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik 

positif maupun negatif. 

 

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan sebuah alat atau 

sarana yang digunakan dalam suatu organisasi atau analisator untuk 

mengukur ketercapaian suatu organisasi dalam melakukan kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, mengevaluasi serta 

memantau kinerja organisasi. Meskipun Mahsun (2006) mengemukakan 

enam indikator kinerja secara komprehensif, penelitian ini membatasi 

analisis pada empat indikator utama, yaitu: input, process, output, dan 

outcome. Pembatasan ini dilakukan atas pertimbangan span of 

control (rentang kendali) organisasi, dimana indikator input hingga 

outcome berada sepenuhnya dibawah kendali manajerial Badan 

Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Sementara itu, indikator benefit dan 

impact dieksklusi karena dipengaruhi oleh variabel eksogen yang 

kompleks di luar kendali instansi, seperti kebijakan fiskal pusat dan 

dinamika geopolitik global. Mengatribusikan dampak makro tersebut 

semata mata pada kinerja Kesbangpol akan mengurangi validitas kausal 

dalam evaluasi ini. 
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Berikut adalah tabel indikator pengukuran kinerja pada penelitian ini. 

Tabe 2 . 1. Indikator Pengukuran Kinerja 

No Program Kerja Indikator pengukuran Kinerja 
Hasil 

Analisis 

1 
Pemantauan 

Keberadaan 

WNA 

1. proses ; Frekuensi kegiatan 

pemantauan dalam periode tertentu, 

ketepatan jadwal, dan kelengkapan 

prosedur 

2. output ; jumlah WNA yang 

berhasil di data, jumlah laporan hasil 

pemantauan 

 

2 
Koordinasi 

Dengan Instansi 

Terkait 

1. Proses ; Jumlah rapat koordinasi, 

kehadiran instansi terkait, dan 

kualitas komunikasi 

2. Outcome ; Tercapainya 

sinkronisasi data dan strategi 

antarinstansi  

 

3 
Sosialisasi dan 

Edukasi 

1. Output ; Jumlah 

materi/brosur/video yang dihasilkan, 

jumlah masyarakat yang mendapat 

informasi 

2. Outcome ; Peningkatan 

pemahaman masyarakat terkait 

aturan keberadaan WNA 

 

4 
Monitoring dan 

Pelaporan 

keberadaan WNA 

1. Proses ; Ketepatan waktu 

pembuatan pelaporan, kelengkapan 

dan akurasi data. 

2. Output ; Jumlah laporan yang 

dihasilkan dan diserahkan ke pihak 

terkait 

 

Sumber ; Diolah oleh peneliti, 2025 

 

 Tinjauan Tentang Pengawasan 2.4

 Pengertian Pengawasan 2.4.1

 

Kata pengawasan berasal dari kata awas, yang berarti penjagaan. Istilah 

pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu 
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sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan (Fachruddin, 2006). 

Menurut Siagian, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak 

diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, 

mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara 

langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan 

oleh semua petugas operasional (Siagian, 2007). Mockler dalam Yahya 

mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematik 

untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 

menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta 

mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa 

semua sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektifdan efisien 

dalam mencapai tujuan (Yahya, 2006). Sedangkan menurut Dale dalam 

Winardi, pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan 

melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti 

memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai 

dengan apa yang direncanakan. (Winardi, 2000) 

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan 

pemantauan atau penjagaan yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan 

tujuan untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya 

pelanggaran atau penyelewengan agar tujuan daripada kegiatan yang 

dilakukan berjalan dengan maksimal. 

 Tujuan Pengawasan 2.4.2

 

Sukamadi mengemukakan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan 

adalah: (Sukmadi, 2012) 

a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaannya. 
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c. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, ketidaksesuaian, 

penyimpangan lainnya yang terjadi atas tugas dan wewenang. 

d. Supaya sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditentukan. 

e. Meminimkan biaya 

f. Untuk memecahkan masalah 

g. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi 

 

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengantisipasi 

terjadinya ketidaksesuaian, pelanggaran, penyelewengan ataupun 

masalah-masalah lain yang dapat merugikan organisasi tersebut sehingga 

nantinya pengawasan ini dapat pula menjadi tolak ukur keberhasilan 

organisasi dalam mengatasi masalah atau kelemahan yang timbul 

.  

 Jenis-jenis Pengawasan 2.4.3

 

Menurut Situmorang dan Juhir, untuk mencapai tujuan negara dan 

organisasi, maka dapat diklasifikasikan jenis-jenis pengawasan sebagai 

berikut: (Situmorang dan Juhir, 1998) 

a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung 

1) Pengawasan Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara 

pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, 

meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di 

tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung 

pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. 

2) Pengawasan tidak langsung 

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari 

laporanlaporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun 

tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan 

sebagiannya tanpa pengawasan “on the spot”. 
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b. Pengawasan Preventif dan Represif 

1) Pengawasan Preventif 

Pengawasan yang besifat preventif adalah pengawasan yang 

menekankan pada pencegahan, jangan ada kesalahan di kemudian 

hari. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap 

persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana 

penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. 

2) Pengawasan Represif 

Pengawasan yang besifat represif adalah memperbaiki kesalahan 

yang telah terjadi sehingga di kemudian hari jangan sampai 

terulang lagi. Pengawasan dilakukan melalui post audit dengan 

pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta 

laporan pelaksanaan dan sebagainya. 

 

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern 

1) Pengawasan Intern 

Pengawasan dapat dikatakan intern jika antara pengawas dan 

yang diawasi mempunyai hierarkis atau masih dalam hubungan 

pekerjaan (dalam kelompok eksekutif sendiri). 

2) Pengawasan Ekstern 

Pengawasan ekstern, terjadi jika antara pengawas dengan yang 

diawasi tidak mempunyai hubungan hierarkis atau berada di luar 

eksekutif. Pengawasan dilakukan oleh aparat dari luar organisasi. 

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa jenis-jenis pengawasan terdiri dari tiga bagian, 

yaitu: pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif 

dan represif, serta pengawasan intern dan ekstern. 
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 Karakteristik Pengawasan Yang Efektif 2.4.4

 

Menurut Amirullah dan Budiyono, sistem pengawasan yang efektif 

mempunyai karakteristik antara lain: (Amirullah dan Budiyono,2004
 
). 

a) Tepat Waktu 

Sistem pengawasan akan efektif jika dilakukan dengan cepat di saat 

penyimpangan diketahui. Jika terjadi kelambatan dalam reaksi 

terhadap penyimpangan, kerugian yang dihadapi akan semakin besar. 

Untuk menghindari hal ini perlu dilakukan pengawasan secara rutin, 

tetapi untuk hal-hal yang sangat penting perlu dilakukan pengawasan 

di luar kontrol. 

b) Dipusatkan pada pengendalian strategik 

Pengendalian hendaknya diarahkan pada titik-titik kunci sehingga 

penyimpangan di bidang ini dapat segera diketahui dan dapat 

dihindarkan timbulnya kegagalan pencapaian tujuan. 

c) Terkoordinasi dengan arus kerja organisasi 

Memperhatikan bahwa satu kegiatan akan selalu terkait dengan 

kegiatan lain, maka sistem pengendaliannya juga harus 

dikoordinasikan dengan kegiatan lain yang erat hubungannya dengan 

kegiatan yang dilakukan pengawasan tersebut. 

 

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa karakteristik dari sistem pengawasan yang efektif 

adalah pengawasan dilaksanakan tepat waktu, dipusatkan pada 

pengendalian strategik serta terkoordinasi dengan arus kerja dalam suatu 

organisasi. 

 

 Tinjauan Tentang Orang Asing 2.5

 Pengertian Orang Asing 2.5.1

 

Orang asing dalam Kamus Hukum, didefinisikan sebagai orang dalam 

suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut 
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(Safaat,2008). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian pengertian orang asing adalah “orang yang bukan warga 

negara Indonesia”.  

 

Supramono memberi pengertian orang asing yaitu orang yang bukan 

warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. 

Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan 

hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing (Supramono, 2011). 

 

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa definisi orang asing adalah seseorang dan termasuk pula badan 

hukum asing yang berada di suatu negara, namun kedudukannya bukan 

sebagai warga negara tersebut.  

 

 Hak Orang Asing di Indonesia 2.5.2

 

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. 

Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di 

Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh 

undang-undang, hak tersebut antara lain melakukan jual beli berbagai 

jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk 

membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan 

perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya, 

kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh 

warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia 

mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan 

lainnya. Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan 

kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan 

perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang 

asing untuk berbisnis. Perusahaan yang berbadan hukum asing tidak 

banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan 

ini diciptakan oleh Indonesia untuk melindungi perusahaan nasional. 
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Meskipun demikian, Indonesia juga membuka bidang tertentu untuk 

perusahaan asing dalam melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang 

tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang 

angkutan laut dan angkatan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. 

Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat 

mendirikan cabangnya di Indonesia (Supramono, 2012). 

 

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa hak orang asing yang berada di Indonesia telah 

dijamin dalam undang-undang, beberapa di antaranya adalah hak untuk 

melakukan jual beli, melaksanakan perkawinan serta hak untuk 

memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Orang asing yang 

berada di Indonesia juga diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis, 

namun jumlah bisnis yang didirikan dibatasi, keadaan ini diciptakan oleh 

Indonesia untuk melindungi perusahaan nasional. 

 

 Kewajiban Orang Asing Di Indonesia 2.5.3

 

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, 

orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka 

pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang 

asing mempunyai kewajiban sebagai berikut: (Supramono, 2012). 

1) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas 

diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan 

kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang 

dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, 

perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti 

dari pekerjaan; 

2) Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian 

(Paspor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka 

pengawasan keimigrasian;  
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3) Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan 

dikenakan biaya beban.  

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa kewajiban orang asing yang berada di wilayah 

Indonesia beberapa diantaranya adalah kewajiban memberikan segala 

keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri, memperlihatkan 

surat perjalanan atau paspor serta mendaftarkan diri kembali jika berada 

di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban. 

 

  Tinjauan Tentang Pengawasan Warga Negara Asing 2.6

 

Menurut Sihombing dalam Putri, bentuk pengawasan yang dilakukan dalam 

upaya pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia 

terdiri atas dua macam, yaitu: (Putri, 2016) 

a) Pengawasan Administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui 

suratsurat atau dokumen berupa pencatatan, pengumpulan, pengelolaan 

data dan penyajian serta penyebaran informasi secara manual dan 

elektronik mengenai lalu lintas keberadaan dan kegiatan warga negara 

asing. 

b) Pengawasan Lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa 

pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, 

pencarian warga negara asing dan alat bukti yang berhubungan dengan 

tandapengenal keimigrasian. Pengawasan lapangan ini dilakukan secara 

rutin dan dalam bentuk operasi 

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa upaya dalam mengawasi warga negara asing yang 

berada di wilayah Indonesia terbagi atas dua macam, yakni pengawasan 

administratif melalui surat atau dokumen serta pengawasan lapangan berupa 

pemantauan dan patroli. 
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 Kerangka Berpikir 2.7

 

Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) menjadi isu penting 

seiring meningkatnya arus globalisasi dan keterbukaan akses kunjungan 

internasional ke Indonesia, termasuk ke wilayah Kota Bandar Lampung. 

Pemerintah melalui kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) memberikan 

kemudahan masuk bagi WNA, yang berdampak pada meningkatnya jumlah 

kunjungan wisatawan asing. Namun, kehadiran WNA tidak hanya 

membawa dampak positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman 

terhadap keamanan, sosial, dan stabilitas nasional apabila tidak diawasi 

secara optimal. 

 

Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota 

Bandar Lampung memiliki peran strategis sebagai lembaga pemerintah 

daerah yang menjalankan fungsi pengawasan dan deteksi dini terhadap 

keberadaan dan aktivitas WNA. Kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik dalam melaksanakan pengawasan menjadi hal penting untuk 

dianalisis guna mengetahui sejauh mana peran lembaga ini berjalan efektif. 

 

Kinerja organisasi mengacu pada sejauh mana sebuah instansi dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari aspek input, proses, output, 

hingga outcome. Dalam penelitian ini, kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik diukur dari aspek Pelaksanaan kebijakan, pemantauan WNA, 

koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi, edukasi, monitoring, dan 

pelaporan keberadaan WNA. Dengan menggunakan pendekatan kinerja 

organisasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara 

objektif tentang efektivitas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam 

mengawasi keberadaan WNA di wilayah Kota Bandar Lampung. 
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Sumber :Diolah oleh peneliti, (2025) 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 



 

 
 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 Pendekatan dan Tipe Penelitian 3.1

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 

deskriptif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen 

kunci, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasil 

penelitiannya menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 

2010). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman 

menyeluruh dan mendalam mengenai Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik Kota Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara 

asing. 

 

Tipe penelitian deskriptif menjadikan penelitian ini menitikberatkan pada 

upaya untuk memberikan gambaran umum secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta, sifat fenomena yang diselidiki dari objek penelitian 

serta dipaparkan dengan apa adanya. Pendeskripsian tersebut 

menggambarkan secara tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar 

Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing. 

 

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan 

utama penelitian, yaitu untuk memahami dan menganalisi secara mendalam 

bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya dalam pengawasan terhadap WNA. Metode kualitatif 
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dianggap paling sesuai karena mampu menggambarkan fenomena 

sosial,kebijakan,dan praktik birokrasi secara konteksual dan menyeluruh. 

Melalui penekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, 

serta dinamika kerja para pelaksana kebijakan di lapangan, termasukdalam 

hal koordinasi, pelaporan, dan fasilitasi, hingga pemantauan terhadap 

aktivitas WNA.Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling tepat 

dalam menjawab fokus dan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 Fokus Penelitian 3.2

 

Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik Kota Bandar Lampung dalam pelaksaanaan pengawasan terhadap 

Warga Negara Asing. Fokus ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh 

mana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjalankan peran dan fungsinya 

sebagai bagian dari sistem pengawasan terhadap WNA di wilayah Kota 

Bandar Lampung. 

Secara spesifik, fokus penelitian ini mencakup beberapa Tugas Pokok dan 

Fungsi (Tupoksi) Kesbangpol dalam pelaksanaan pengawasan WNA yang 

berlandaskan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 68 Tahun 2021 

Pasal 11 ayat (2) dan (3) Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung 

adalah;  

1) Pemantauan Keberadaan WNA 

2) Koordinasi dengan Instansi Tekait 

3) Sosialisasi dan Edukasi 

4) Monitoring dan Pelaporan Keberadaan WNA 
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 Lokasi Penelitian 3.3

 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) Kota Bandar Lampung, yang berlokasi di Jl. Dr. Susilo No. 2, 

Pahoman, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, 

Provinsi Lampung.  

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas peran strategis Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok 

dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta melakukan 

deteksi dini terhadap potensi gangguan, termasuk dalam hal pengawasan 

terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA). Selain itu, 

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat kegiatan 

ekonomi, pendidikan, dan pariwisata juga menjadi daerah yang cukup 

terbuka terhadap mobilitas WNA, sehingga menjadikan peran Badan 

Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pengawasan WNA semakin penting 

untuk diteliti. 

 Jenis dan Sumber Data 3.4

 Jenis Data 3.4.1

 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil 

pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat 

berupa angka, kata-kata atau citra. Adapun jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yakni: 

1) Data Primer 

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

atau diwawancarai (Moleong,2009). Data primer diperoleh peneliti 

dengan cara menggali informasi langsung dari informan yang 

dianggap memahami hal-hal mengenai kinerja dan kendala yang 

dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung 

dalam upaya pengawasan warga negara asing. 
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2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian 

untuk melengkapi informasi dari data primer. Data ini dapat berupa 

sumber tertulis di luar kata dan tindakan, dapat berupa naskah, 

dokumen resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. 

Adapun data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

berupa undang-undang ataupun peraturan yang berhubungan dengan 

kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung 

dalam upaya pengawasan warga negara asing sebagai berikut; 

1) Peraturan Walikota Bandar Lampung No.68 Tahun 2021 

2) SK Pembentukan Tim Monitoring dan Pemantauan Pendataan 

Orang Asing Kota Bandar Lampung Tahun 2025 

3) Undang Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 

4) Permendagri No. 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan 

Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah  

5) Perpres No.95 Tentang Bebas Visa Kunjungan Tahun 2024 

 

 Sumber Data 3.4.2

 

Dalam Penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari; 

1. Informan  

Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 

informan yang memiliki keterlibatan dalam proses pengawasan 

terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Kota Bandar Lampung. 

Informan berikut dipilih sesuai dengan kebutuhan dari fokus 

penelitian yang telah dibuat.Sehingga informan yang dipilih 

bersangkutan langsung dengan informasi yang dibutuhkan untuk 

memenuhi koridor penelitian yang sudah dibuat pada fokus penelitian. 

Adapun Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut; 
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Tabel 3. 1. Informan Penelitian 

No 
Nama 

Informan 
Jabatan Alasan dipilih sebagai informan 

1 Nuri.,S.H 

Kepala Bidang 

Kewaspadaan 

Nasional Badan 

Kesatauan Bangsa 

Dan Politik Kota 

Bandar Lampung 

Representasi dari Badan 

Kesbangpol yang berperan 

sebagai koordinator Tim PORA di 

tingkat kota. Memberikan sudut 

pandang mengenai sinergi antar 

instansi, peran Kesbangpol dalam 

pengawasan WNA,serta evaluasi 

kinerja kolaborasi lintas sektor 

2 

Tommy 

Martino 

Sriyatna., 

S.H 

Kepala Seksi Intelejen 

& Penindakan 

Keimigrasian (Kasi 

Inteldakim) 

Bertanggung jawab atas 

pelaksanaan teknis pengawasan 

dan penindakan WNA, memiliki 

informasi rinci terkait kegiatan 

operasional pengawasan di 

lapangan 

3 
Warga 

Negara Asing 
- 

Pendapat  WNA menjadi data 

penting untuk mengetahui aspek 

persepsi, transparansi, dan 

pendekatan preventif dari 

Kesbangpol dan instansi lainnya. 

4 

Warga lokal 

atau tokoh 

Masyarakat 

- 

Kelompok ini dipilih sebagai 

informan karena dapat 

memberikan data kontekstual 

mengenai kehadiran WNA di 

lingkungan mereka serta sejauh 

mana pengawasan WNA di 

ketahui dan dirasakan oleh 

masyarakat setempat. 

Sumber; data diolah oleh peneliti (2025) 

2. Dokumen 

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan 

arsip yang mendukung penelitian. Dokumen tersebut meliputi laporan 

tahunan, data rekapitulasi jumlah WNA, laporan kegiatan 

pengawasan, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah 
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terkait pengawasan orang asing, serta berita atau publikasi resmi dari 

media terpercaya dan instansi pemerintah. 

 

  Teknik Pengumpulan Data 3.5

 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 

yang peneliti gunakan antara lain: 

1) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong,2009). Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara 

dengan maksud mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam, 

sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain 

sebagainya (Arikunto, 2002). Adapun dokumen yang diperlukan untuk 

mendukung keakuratan data dalam penelitian ini yaitu peraturan 

dan/atau undang-undang yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pengawasan warga negara asing oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik Kota Bandar Lampung. 

3) Observasi Langsung 

Peneliti menggunakan teknik observasi langsung untuk melengkapi data 

yang diperoleh dari wawancara. Observasi dilakukan secara non-

partisipan, di mana peneliti mengamati secara pasif tanpa terlibat dalam 

aktivitas objek yang diteliti. Adapun hal-hal yang diobservasi meliputi: 
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a) Mekanisme Pelayanan: Mengamati proses WNA atau penjamin saat 

melakukan pelaporan keberadaan di kantor Badan Kesbangpol 

Kota Bandar Lampung. 

b) Kondisi Infrastruktur: Mengamati ketersediaan perangkat 

pendukung digital dan basis data yang digunakan aparatur dalam 

memverifikasi identitas WNA. 

c) Interaksi Koordinatif: Mengamati dinamika komunikasi antar-

aparatur dalam menjalankan fungsi pengawasan harian. 

 

Teknik observasi ini bertujuan untuk melakukan triangulasi metode, 

yakni memverifikasi apakah prosedur yang dijelaskan oleh informan 

dalam wawancara sesuai dengan realitas praktik yang terjadi di 

lapangan. 

 

 Teknik Analisis Data 3.6

 

Teknik analisis data merupakan teknik mengolah data menjadi data yang 

dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu 

perspektif ilmiah yang sama. Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah 

jenuh (Sugiyono, 2010). Berikut langkah langkah teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1) Reduksi Data (Data Reduction) 

Dalam tahap ini, peneliti menyaring dan menyederhanakan data  hasil 

wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Lalu mengelompokkan data 

yang relevan dengan fokus penelitian , yaitu menganai pelaksanaan 

tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pengaawasan 

terhadap Warga Negara Asing di Kota Bandar Lampung. 

2) Penyajian Data (Data Display) 
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Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk naratif 

yang mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam observasi 

dan wawancara untuk memudahkan peneliti dalam melihat 

pola,hubungan antar kategori,serta dinamika pelaksanaan tupoksi Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyajian data ini bertujuan untuk 

mempermudah dalam proses mengidentifikasi temuan-temuan penting 

yang muncul di lapangan 

3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data (Conclusion Drawing/ 

Verification) 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh 

di lapangan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti turun ke lapangan, sehingga kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini 

penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari 

rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan 

dokumentasi. 

  Teknik Keabsahan Data 3.7

 

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji credibility (derajat kepercayaan data), uji transferability (derajat 

keteralihan), uji dependability (derajat kebergantungan) dan uji 

confirmability (derajat kepastian).(Sugiyono, 2010) Dalam penelitian ini 

teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai 

berikut: 

1. Uji Credibility (Derajat Kepercayaan Data) 

Menurut Emzir, kriteria credibility melibatkan penetapan hasil 

penelitian kualitatif kredibel (dapat dipercaya). Uji credibility meliputi 

perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis 

kasus negatif serta kecukupan referensi (Ezmir, 2010). Uji kredibilitas 
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data atau kepercayaan terhadap data pada penelitian ini dilakukan 

dengan triangulasi dan kecukupan referensi. 

a) Triangulasi 

Menurut Wiliam dalam Sugiyono, triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas data adalah pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbeda waktu (Sugiyono, 2010). 

Terdapat tiga metode triangulasi: 

1) Triangulasi sumber; untuk menguji kredibilitas dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data dari beberapa sumber kemudian 

dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana 

pandangan yang berbeda dan mana pandangan yang spesifik. 

2) Triangulasi teknik; untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. 

3) Triangulasi waktu; dalam rangka pengujian kredibilitas data, 

dapat dilakukan dengan cara pengecekan sumber data atau 

teknik pengumpulan data dalam waktu dan situasi yang 

berbeda. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan 

melakukan pengecekan data terhadap sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda yakni perpaduan dari teknik wawancara dan 

dokumentasi. 

b) Kecukupan Referensi 

Bahan referensi dalam uji credibility adalah adanya pendukung 

untuk membuktikan data-data yang telah dikumpulkan peneliti. 

Referensi dalam penelitian ini berupa rekaman wawancara, gambar 

atau foto, dokumen, dan lain sebagainya. Referensi dalam 

penelitian ini dikumpulkan dengan alat bantu perekam data seperti 

kamera dan alat perekam suara. 
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2. Uji Transferability (Derajat Keteralihan) 

Menurut Emzir, kriteria transferability merujuk pada tingkat mana hasil 

dari penelitian kualitatif dapat ditransfer pada konteks lain (Ezmir, 

2010). Teknik ini dilakukan peneliti dengan melaporkan dan 

menguraikan hasil dari penelitian dengan cermat, rinci, dan mendalam. 

Hasil penelitian tersebut dilampirkan dan disajikan pada hasil dan 

pembahasan. 

3. Uji Dependability (Kebergantungan) 

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Pengujian dependability dalam penelitian 

ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan penelitian. 

4. Uji Confirmability (Derajat Kepastian) 

Menurut Emzir, confirmability merujuk pada tingkat kemampuan hasil 

penelitian dapat dikonfirmasikan oleh orang lain (Ezmir, 2010). Dalam 

penelitian ini, uji kepastian dilakukan dengan mengadakan seminar 

yang dihadiri oleh rekan sejawat beserta pembimbing dan pembahas.  



 

 
 

 

 

 

 

 

V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Kesimpulan  5.1

 

Penelitian ini menganalisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) Kota Bandar Lampung dalam pengawasan Warga Negara 

Asing (WNA) melalui empat dimensi teori Mahsun (2006): input, process, 

output, dan outcome. Berdasarkan hasil analisis tematik dan interpretasi 

mendalam terhadap temuan lapangan, peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Aspek Input (Ketersediaan Sumberdaya Dalam Pengawasan WNA) 

Dari dimensi input, kinerja pengawasan masih dihadapkan pada 

keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran 

operasional. Keterbatasan ini menyebabkan pelaksanaan fungsi 

pengawasan belum mencapai efektivitas optimal. Meskipun demikian, 

Kesbangpol menunjukkan kemampuan adaptif dengan mengandalkan 

koordinasi lintas instansi melalui forum Tim Pengawasan Orang Asing 

(Tim PORA). Adaptasi ini memperlihatkan adanya organizational 

intelligence atau kecerdasan kelembagaan sebagaimana dikemukakan 

oleh Keban (2008), yakni kemampuan birokrasi untuk tetap berfungsi 

dalam kondisi sumber daya yang terbatas. 

 

2. Aspek Proses (Proses Pelaksanaan Pengawasan WNA). 

Pada dimensi proses, pelaksanaan pengawasan menunjukkan transisi 

dari mekanisme manual menuju sistem digital, namun masih terhambat 

oleh fragmentasi sistemik. Peneliti mengidentifikasi empat temuan 

krusial pada aspek ini: 
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1) Implementasi strategi Dual-Track Monitoring telah berjalan 

efektif melalui pembagian jalur pemantauan aktif dan pasif, di 

mana institusi pendidikan tinggi berperan sebagai penyangga 

(buffer) administratif bagi mahasiswa asing. 

2) Tata kelola koordinasi kolaboratif dalam Tim PORA telah 

terbentuk secara struktural, namun secara operasional masih 

bersifat meeting-centric yang mengakibatkan terjadinya latensi 

(jeda waktu) dalam pertukaran informasi strategis. 

3) Strategi sosialisasi mengalami kegagalan dalam menjangkau akar 

rumput, sehingga melahirkan fenomena Silent Agency dan bias 

pelaporan Police-Centric di masyarakat. 

4) Modernisasi monitoring melalui paradigma Intelligence-Led 

Surveillance (aplikasi Lini AI dan APOA V.2) telah dimulai, 

namun efektivitasnya belum optimal akibat belum adanya basis 

data terintegrasi (shared database) antar-instansi anggota Tim 

PORA. 

 

3. Aspek Output (Hasil Dan Capaian Pengawasan WNA). 

pada dimensi output, hasil pengawasan telah mencapai target 

administratif secara kuantitatif namun belum mencapai efektivitas 

sistemik. Capaian nyata terlihat pada ketertiban pendataan WNA serta 

keberhasilan tindakan hukum keimigrasian, seperti deportasi dan 

penempatan di Rumah Detensi Imigrasi. Meskipun demikian, peneliti 

menilai bahwa output tersebut masih terbatas pada aspek kepatuhan 

birokrasi (compliance) dan belum mencerminkan kualitas pengawasan 

yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran secara real-time akibat 

kendala integrasi data pada tahap proses. 

4. Aspek Outcome (Dampak Pengawasan WNA Terhadap Ketertiban dan 

Keamanan Daerah). 

pada dimensi outcome, dampak pengawasan telah berhasil 

menciptakan stabilitas keamanan daerah, namun belum mampu 

mengubah perilaku subjek dan kesadaran masyarakat secara 
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substansial. Masyarakat merasakan adanya jaminan keamanan, tetapi 

peran mereka masih bersifat pasif-reaktif akibat minimnya literasi 

hukum keimigrasian. Sementara itu, subjek WNA merasakan adanya 

kepastian hukum, namun masih terdapat kecenderungan resistensi 

sosial dan fenomena Dependency Trap pada pihak penjamin 

(universitas/perusahaan). Hal ini menunjukkan bahwa outcome 

pengawasan baru mencapai dimensi ketertiban administratif, belum 

menyentuh dimensi kesadaran hukum yang berkelanjutan. 

Secara umum, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Kesbangpol Kota 

Bandar Lampung berada pada tahap compliance performance, yakni 

kinerja yang berorientasi pada ketaatan prosedur dan aturan. Secara 

administratif dan koordinatif, pengawasan telah berjalan dengan baik, 

namun secara substansi belum bertransformasi menjadi learning 

performance yang berbasis pada integrasi teknologi dan partisipasi publik 

yang inklusif. Transformasi menuju digitalisasi koordinasi dan 

restrukturisasi strategi edukasi masyarakat menjadi prasyarat mutlak agar 

pengawasan WNA di masa depan dapat mencerminkan proses kinerja 

publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kompleksitas ancaman 

global di tingkat lokal. 

 

  Saran 5.2

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti merumuskan saran-

saran praktis yang ditujukan kepada Badan Kesbangpol Kota Bandar 

Lampung dan instansi terkait dalam wadah Tim PORA sebagai berikut: 

1. Saran Untuk Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dan Instansi 

terkait; 

1) Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung perlu melakukan 

restrukturisasi sistem penugasan personel dari pola rotasi staf 

umum menjadi pembentukan jabatan fungsional analis 

kewaspadaan yang permanen. Penempatan staf analis yang 
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menetap bertujuan untuk membangun akumulasi keahlian teknis 

dalam deteksi dini intelijen sosial yang sering kali terhambat oleh 

pergantian personel secara berkala . Selain itu, instansi disarankan 

memberikan pelatihan teknis pengawasan keimigrasian bagi 

anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) agar 

kualitas laporan dari akar rumput menjadi lebih akurat dan relevan 

bagi kepentingan Tim PORA . 

2) Kantor Imigrasi dan Badan Kesbangpol harus segera menginisiasi 

pengembangan platform shared database yang mengintegrasikan 

inovasi Lini AI dengan sistem pelaporan daerah . Digitalisasi 

koordinasi ini mendesak dilakukan guna mengakhiri 

ketergantungan pada mekanisme kerja yang bersifat meeting-

centric dan manual yang memicu terjadinya latensi informasi 

strategis . Melalui sistem terpadu, data pergerakan WNA dari 

aplikasi APOA V.2 dapat diakses secara real-time oleh seluruh 

anggota tim guna mempercepat akselerasi deteksi dini dan respons 

lapangan . 

3) Tim PORA Kota Bandar Lampung disarankan untuk 

merestrukturisasi strategi edukasi publik melalui pembentukan 

program "Kelurahan Binaan Urban" di wilayah dengan konsentrasi 

aktivitas WNA tinggi . Fokus program sosialisasi harus diperluas 

dari wilayah pedesaan menuju kawasan urban, khususnya di 

lingkungan sekitar perguruan tinggi dan area industri perkotaan. 

Langkah ini sangat krusial untuk mengatasi fenomena Silent 

Agency serta memitigasi pola pikir masyarakat yang masih bersifat 

Police-Centric atau hanya melapor jika terjadi gangguan keamanan 

umum saja . 

4) Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengintegrasikan kanal 

pelaporan keberadaan WNA secara langsung ke dalam aplikasi 

layanan publik kota (seperti sistem "Lapor!"). Penyediaan kanal 

pelaporan digital yang mudah diakses warga bertujuan untuk 

memotong rantai birokrasi berjenjang dari tingkat RT hingga 
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kecamatan yang selama ini menyebabkan distorsi informasi . Hal 

ini akan mengubah partisipasi masyarakat dari sekadar spontanitas 

menjadi data intelijen sosial yang dapat ditindaklanjuti secara 

sistemis. 

5) Instansi pengawas wajib menyusun dan mendistribusikan panduan 

regulasi keimigrasian dalam skema multibahasa (seperti Bahasa 

Inggris dan Mandarin) guna meminimalisir hambatan komunikasi 

bagi subjek WNA . Penyediaan informasi yang inklusif secara 

digital sangat diperlukan untuk memutus fenomena Dependency 

Trap (jebakan ketergantungan) terhadap pihak kampus atau 

penjamin korporasi . Dengan akses informasi langsung dari 

otoritas, diharapkan terjadi transformasi dari kepatuhan 

administratif semu menjadi kesadaran hukum substantif yang 

berkelanjutan bagi seluruh warga asing di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Saran Untuk penelitian selanjutnya: 

1) Meneliti efektivitas pengawasan WNA di tingkat kelurahan dan 

kecamatan dengan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data 

numerik terkait kepatuhan dan pelaporan WNA. 

2) Mengkaji dampak sosial dan ekonomi keberadaan WNA terhadap 

masyarakat lokal, termasuk interaksi sosial, persepsi keamanan, 

dan kontribusi ekonomi. 

3) Melakukan studi perbandingan dengan kota lain untuk menemukan 

praktik terbaik dalam pengawasan WNA yang dapat diterapkan 

secara lebih luas. 

4) Meneliti pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan WNA 

untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan 

antarinstansi. 

Saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

pengawasan WNA, memperkuat pencapaian program kerja Kesbangpol, 

serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis 

bagi masyarakat lokal maupun WNA. 
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Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap WNA 

merupakan bagian integral dari tata kelola keamanan dan pemerintahan 

daerah yang adaptif terhadap dinamika globalisasi. Kesbangpol sebagai 

lembaga penggerak koordinasi memiliki peran strategis dalam 

memastikan agar pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan 

hukum, tetapi juga pada pembentukan nilai publik (public value). Oleh 

karena itu, efektivitas pengawasan WNA di masa depan sangat 

bergantung pada keberanian pemerintah daerah untuk bertransformasi 

menuju birokrasi yang kolaboratif, responsif, dan berbasis data, 

sebagaimana diamanatkan dalam prinsip kinerja organisasi publik 

menurut Mahsun (2006). 
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